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Abstrak 

Pemikirani dasari darii perlindungani lingkungani hidupi adalahi bahwai kegiatani 

manusiai dapati membawai akibati buruki bagii kesehatan.i Rusaknyai lingkungani hidupi 

akibati perbuatani manusiai merupakani ancamani bagii kesehatani manusia.i Filosofii inii 

berlainani dengani tradisii pertamai perlindungani lingkungani hidupi yaitui konservasii dani 

preservasi.i Konservasii dimaksudkani sebagaii thei greatesti goodi toi greatesti numberi fori 

thei longesti time,i sedangkani preservasii dilaksanakani semata-matai karenai alami perlui 

dilindungi.iHali inii disebabkani karenai manusiai dani lingkungani merupakani satui 

kesatuani yangi tidaki dapati dipisahkan,i sehinggai dalami hidupi dani kehidupani manusiai 

lingkungani dani alami sekitarnyai selalui bersinergi.i  

 

Pendahuluan 

Pendekatani yangi dominani terhadapi lingkungani hidupi selamai inii adalahi 

pengaturani yangi berisikani perintahi dani pengawasan.i Gagasani dasarnyai adalahi bahwai 

individui terutamai merekai yangi kegiatannyai berkaitani dengan,i adai tidaknyai insentifi 

pasar,i akani mengalamii kegagalani tanggungi jawabi atasi akibati kegiatannyai terhadapi 

lingkungan.i Olehi karenanyai pemerintahi perlui untuki menetapkani akibati lingkungani 

dalami tingkati tertentui yangi dapati diterimai dani menetapkani batasi tersebuti tidaki bolehi 

dilewati.i Bagii sebagiani pihak,i standari lingkungani inii merupakani kewajibani moral;i 

tetapii bagii pihaki lain,i akani menjadikannyai sebagaii biayai internal,i dani dengani 

demikiani memperbaikii kegagalani pasar.i i  

Alasani morali untuki peraturani lingkungani hidupi berakari padai tradisii preservasi.i 

Perlunyai pengaturani lingkungani hidupi tidaki karenai kerusakani lingkungani yangi akani 

membawai akibati kepadai kehidupani manusia,i tetapii karenai lingkungani memilikii nilaii 

intrinsik.i Hali inii mudahi dikatakan,i tetapii dii dalami kenyataani tidaki begitui mudahi 

untuki dituangkani dalami peraturan.i Ketiadaani tingkatani prinsipi morali yangi dapati 

dipertahankani yangi menyatakani kapani lingkungani hidupi dapati dikorbankani untuki 

keperluani sebanyaki mungkini manusia,i kesejahteraani manusiai tidaki mempunyaii klaimi 

lebihi baiki daripadai lingkungan.i Beberapai environmentalisti yangi radikali menekankani 

bahwai manusiai tidaki lebihi tinggii darii makhluki hidupi lainnyai dani setiapi 

penyampingani lingkungani hidupi harusi dilarang.i Namun,i sebagiani besari merekai yangi 

mempertahankani lingkungani hidupi berdasarkani morali tidaki dapati menerimai 
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penderitaani manusiai atasi namai perlindungani lingkungan.i Perlindungani lingkungani 

darii suduti masalahi morali melahirkani duai pendekatani kebijakani yangi mendasar.i 

Pendidikani adalahi garisi terdepani i darii aksii dii manai peraturani yangi berisii perintahi dani 

pengawasani ditujukani kepadai merekai yangi belumi berpendidikani ataui yangi tidaki 

dapati dididik.i Adai sedikiti keraguani bahwai pendidikani mempunyaii akibati yangi 

pentingi -i khususnyai dii antarai merekai yangi masihi mudai —i tetapii adalahi jugai jelasi 

anjurani secarai sukarelai atasi namai sesuatui yangi baiki jarangi tercapai.i i  

Suduti masalahi ekonomii bagii perlindungani lingkungani menganggapi bahwai 

pendidikani adalahi pentingi untuki menjamini keputusan-keputusani yangi diambili 

berdasarkani persetujuan,i tetapii tidaki dapati dianggapi orangi akani melindungii 

lingkungani sebabi hali itulahi yangi baiki untuki dilakukan.i Pandangani ekonomii 

menerimai bahwai orangi akani berbuati untuki meningkatkani kesejahteraannya,i selalui 

dengani tidaki dikehendakii dani tidaki efisieni bagii lingkungani berkenaani dengani pasar.i 

Darii perspektifi ekonomi,i biayai transaksii yangi tinggi,i kebebasani berbuat,i dani tidaki 

adanyai haki miliki sebagaii hasili pilihani pribadii yangi membuati kegagalani memasukkani 

banyaki biayai lingkungan (Erman Rajagukguk, 2003). i i  

Isui lingkungani hidupi dii Indonesiai merupakani salahi satui isui yangi palingi 

menariki perhatiani karenai talii temalinyai dengani isu-isui hukum,i budaya,i politik,i dani 

ekonomi.i Hukumi lingkungani dii Indonesiai puni makini berkembangi pesati seiringi 

dengani perkembangani zamani dani ilmui pengetahuan.i Dimulaii dengani Deklarasii 

Stockholmi padai tahuni 1972,i matai duniai menjadii terbukai akani pentingnyai pengelolaani 

dani perlindungani hidup.i Indonesiai sendirii kemudiani memilikii undang-undangi yangi 

secarai khususi mengaturi mengenaii lingkungani hidup,i yaknii Undang-Undangi Nomori 4i 

Tahuni 1982,i yangi kemudiani dinyatakani tidaki berlakui dengani Undang-Undangi Nomori 

23i Tahuni 1997i tentangi Pengelolaani Lingkungani Hidup.i Padai tahuni 2009,i Undang-

Undangi Nomori 23i Tahuni 1997i dicabuti dani digantii dengani Undang-Undangi Nomori 

32i Tahuni 2009i tentangi Perlindungani dani Pengelolaani Lingkungani Hidup.i 

Undangundangi inii tidaki hanyai berfokusi padai pengelolaani lingkungani hidupi belaka,i 

melainkani jugai perlindungani lingkungani hidup.i  

Perlindungani lingkungani hidupi dilakukani antarai laini melaluii penegakani hukum,i 

yangi terdirii atasi penegakani i hukumi administrasi,i penegakani hukumi perdatai maupuni 

penegakani hukumi pidana.i Dewasai ini,i penegakani hukumi perdatai lingkungani mulaii 

banyaki digunakan,i terutamai dalami kasus-kasusi kebakarani hutan.i Padai tahuni 2013,i 

Pemerintahi menggunakani haki gugatnyai sebagaimanai termaktubi dalami Pasali 90i 

Undang-Undangi Nomori 32i Tahuni 2009i dani menggugati PTi Kalistai Alami dii 

Pengadilani Negerii Meulaboh.i Setelahi itu,i pemerintahi mengajukani berbagaii gugatani 

laini terkaiti kebakarani hutani dani lahan.i Darii gugatan-gugatani perdatai tersebuti adai satui 

hali yangi perlui digarisbawahi,i yaknii penggunaani pertanggungjawabani berdasarkani 

Perbuatani Melawani Hukumi (PMH)i sebagaimanai dirumuskani dalami Pasali 1365i Kitabi 

Undang-Undangi Hukumi Perdatai (KUHi Perdata)i dani pertanggungjawabani mutlaki 

berdasarkani Undang-Undangi Nomori 32i Tahuni 2009i yangi diadopsii darii konsepi stricti 

liabilityi dalami sistemi commoni law.i  

Perbuatani melawani hukumi melahirkani pertanggungjawabani perdatai yangi secarai 

tradisionali dalami sistemi hukumi Indonesiai sebagaimanai dirumuskani dalami Pasali 1365i 

KUHi Perdatai mensyaratkani adanyai kesalahani padai dirii tergugat,i adanyai perbuatani 

melawani hukum,i adanyai kerugiani dani adanyai kausalitas.i Dasari pertanggungjawabani 
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inii dapati digunakani dalami kasus-kasusi yangi sudahi jelasi terdapati kesalahani dani 

perbuatani melawani hukumi yangi dilakukani tergugat.i  
i  

Pembangunani Berkelanjutani dengani Memperhatikani Lingkungani Hidupi i  

Sejaki tahuni 1980-ani agendai politiki lingkungani hidupi mulaii dipusatkani padai apai 

yangi dikenali hinggai sekarangi sebagaii paradigmai pembangunani berkelanjutan.i Mulai 

pertama,i istilahi inii munculi dalami Worldi Conservationi Strategyi darii thei Internationali 

Unioni fori thei Conservationi ofi Naturei (1980),i lalui dipakaii olehi Lesteri R.i Browni 

dalami bukui Buildingi ai Sustainabiei Societyi (1981).i Istilahi tersebuti kemudiani menjadii 

sangati populari melaluii Laporani Brundtland,i Keraf  (2003). i i  

Tahuni 1992i merupakani puncaki darii prosesi politik,i yangi akhirnyai padai 

Konferensii Tingkati Tinggii Bumii dii Rioi dei Janeiro,i Brasil.i Paradigmai pembangunani 

berkelanjutani telahi diterimai sebagaii sebuahi agendai politiki pembangunani untuki semuai 

negarai dii dunia.i Hinggai kinii paradigmai tersebuti tidaki sajai sedikiti diimplementasikan,i 

melainkani jugai masihi belumi luasi  dipahamii dani diketahui.i Hali inii tidaki hanyai terjadii 

dii Indonesia,i meiainkani jugai dii tingkati global.i i  

Kegagalani mengimplementasikani paradigmai adai duai alasani yangi mendasarinya.i 

Pertama,i karenai kurangi dipahaminyai bahwai paradigmai itui memuati prinsip-prinsipi 

kerjai yangi menentukani dani menjiwaii seluruhi prosesi pembangunan.i Paradigmai inii 

tidaki dipahamii dalami konteksi isii prinsipi pokoki politiki pembangunani itui sendiri.i 

Akibataya,i cita-citai yangi ditujui dani ingini diwujudkani dii baliki paradigmai tersebuti 

padai akhirnyai tidaki tercapai.i Karena,i prinsipi politiki pembangunani yangi seharusnyai 

menuntuni pemerintahi dani semuai pihaki lainnyai dalami merancangi dani 

mengimplementasikani pembangunani tidaki dipatuhi.i i  

Dengani katai lain,i paradigmai pembangunani harusi pertama-tamai dipahamii 

sebagaii etikai politiki pembangunan,i yaitui sebuahi komitmeni morali tentangi bagaimanai 

seharusnyai pembangunani itui diorganisiri dani dilaksanakani untuki mencapaii tujuannya.i 

Dalami kaitani dengani itu,i paradigmai pembangunani bukani sebuahi konsepi tentangi 

pentingnyai lingkungani hidup,i bukani pulai tentangi pembangunani ekonomi.i Inii sebuahi 

etikai politiki pembangunani tentangi konsepi pembangunani secarai keseluruhani dani 

bagaimanai pembangunani itui seharusnyai dijalankan.i Selamai paradigmai pembangunani 

berkelanjutani tersebuti tidaki dipahami,i ataui dipahamii secarai bias,i makai cita-citai morali 

yangi terkandungi dii dalamnyai tidaki akani diwujudkan. 

Kedua,i mengapai paradigmai itui tidaki jalan,i khususnyai mengapai krisisi ekologii 

tetapi sajai terjadi.i Hali inii karenai paradigmai tersebuti kembalii menegaskani ideologii 

developmentalism.i Apai yangi dicapaii dii Konferensii Tingkati Tinggii Bumii dii Rioi dei 

Jeneiro,i Brasili hampiri sepuluhi tahuni yangi lalu,i tidaki laini adalahi sebuahi kompromii 

yangi mengunggulkani kembalii pembangunan,i khususnyai dengani paradigmanyai berupai 

pertumbuhani ekonomi.i Akibatnya,i selamai sepuluhi tahuni terakhiri ini,i tidaki banyaki 

perubahani yangi dialamii semuai negarai dii duniai dalami rangkai mengoreksii polai 

pembangunani ekonominyai yangi tetapi sajai mengutamakani i pertumbuhani ekonomi.i 

Hasili yangi dicapaii lalui tetapi samai saja,i yaitui pengurasani dani eksploitasii sumberi dayai 

alami dengani segalai dampaki negatifnyai bagii lingkungani hidup,i baiki kerusakani sumberi 

dayai alami maupuni pencemarani lingkungan.i i  
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Tulisani inii bermaksudi menyorotii duai hali pokok,i yaitu,i pertama,i citacitai dani 

agendai utamai pembangunani berkelanjutan.i Termasuki dii dalamnya,i prinsip-prinsipi 

morali yangi ingini diwujudkani dengani pembangunani berkelanjutani itui sendiri.i Kedua,i 

sebuahi kritiki terhadapi paradiginai pembangunani berkelanjutan,i yangi sekaligusi 

menawarkani paradigmai yangi baru,i yaitui paradigmai keberlanjutani ekologii sebagaii 

gantii darii paradigmai pembangunani berkelanjutani yangi dikenali selamai ini.i i  

Palingi kurangi adai tigai prinsipi utamai pembangunani berkelanjutan.i Ketigai prinsipi 

tersebuti menjamini agari ketigai aspeki pembangunani dii atasi dipenuhi,i dani dalami artii itui 

ketiganyai hanyai mungkini dicapaii kalaui ketigai prinsipi dasari inii dioperasionali sebagaii 

sebuahi politiki pembangunan.i i  

Prinsipi pertamai adalahi demokrasi.i Prinsipi inii menjamini agari pembangunani 

dilaksanakani sebagaii perwujudani kehendaki bersamai seluruhi rakyati demii kepentingani 

bersamai seluruhi rakyat.i Dengani katai lain,i pembangunani bukani dilaksanakani 

berdasarkani kehendaki pemerintahi ataui partaii politiki demii kepentingani rezimi ataui 

partaii yangi sedangi berkuasa.i  

Sebuahi prinsipi morali palingi mendasar,i khususnyai untuki menjamini bahwai apai 

yangi diidealkani sebagaii paradigmai pembangunani berkelanjutani dapati mempunyaii 

peluangi untuki direalisasikan.i Tanpai prinsipi politiki ini,i suliti untuki berharapi banyaki 

bahwai pembangunani berkelanjutani dapati direalisasikan.i  

Tentui sajai adai kemungkinani bahwai dalami sistemi politiki dani kekuasaani yangi 

otoriter,i dengani pemimpini yangi mempunyaii komitmeni yangi kuati kepadai 

pembangunani berkelanjutan,i akani dengani sertai mertai dirancangi struktur,i organisasii 

dani mekanismei politiki untuki mewujudkani paradigmai pembangunani berkelanjutani 

tersebut.i Keberlanjutani pembangunani yangi berkelanjutani itui sendirii sangati rentani 

karenai sangati tergantungi padai kekuasaani dani kemauani politiki penguasa.i Selamai diai 

masihi berkuasa,i akani diwujudkan.i Begitui diai tidaki lagii berkuasa,i akani bergantii sesuaii 

dengani keinginani politiki pemimpini yangi baru.i Ketikai kepentingannyai terganggui olehi 

paradigmai pembangunani berkelanjutani iai dengani sesukai hatii akani mengubahnya. i  

Adai beberapai aspeki pentingi darii prinsipi demokrasii tersebut.i Pertama,i agendai 

utamai pembangunani adalahi agendai rakyati demii kepentingani rakyat.i Pembangunani 

adalahi implementasii aspirasii dani kehendaki masyarakati demii kepentingani masyarakat.i 

Pemerintahi hanyalahi pelaksanai agendai pembangunani yangi diamanatkani olehi rakyat.i 

Jadi,i pemerintahi harusi menjamini bahwai agendai dani kebijakani pembangunani yangi 

dilaksanakannyai memangi benar-benari berasaii darii rakyati dani untuki kepentingani 

bersamai seluruhi rakyat.i i Kedua,i partisipasii masyarakati dalami merumuskani kebijakani 

pembangunani dani dalami mengimplementasikani kebijakani pembangunani adalahi 

sebuahi keharusani morali dani politik.i Masyarakati tidaki bolehi hanyai dilibatkani dalami 

mengimplementasikani agendai pembangunani darii i pemerintah,i melainkani jugai 

menentukani dani merumuskani agendai pembangunani tersebuti —i dani bukannyai sekedari 

ikuti menentukani dani merumuskan.i Berarti,i prosesi perencanaani (termasuki 

perencanaani menyangkuti prioritasi pembanguan)i dani implementasinyai harusi dilakukani 

secarai aspiratif.i Hali inii jauhi lebihi pentingi daripadai hasili instanti yangi tidaki menyentuhi 

kepentingani bersama,i yangi holistiki dani berjangkai panjangi kei depan.i i Ketigai harusi 

adai aksesi informasii yangi jujuri dani terbukai tentangi agendai pembangunani dani prosesi 

perumusani agendai pembangunani itu.i Transparansii publiki lalui menjadii suatui 

keharusani dalami prinsipi demokrasii ini.i Gagasani besari mengenaii haki mendapatkani 

informasii yangi akurati dani benari merupakani sebuahi tuntutani morali darii demokrasii dani 
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pembangunani itui sendiri.i i Keempat,i adai akuntabilitasi publiki tentangi agendai 

pembangunan,i prosesi perumusani kebijakani pembangunani dani implemetasii 

pembangunani tersebut.i Akuntabilitasi publiki merupakani konsekuensii logisi darii prinsipi 

demokrasii dalami pembangunani berkelanjutan.i Agendai pembangunani berasali darii 

rakyati demii kepentingani rakyati banyak,i harusi adai pertanggungjawabani publiki tentangi 

sejauhi manai aspirasii rakyati telahi didengar,i diakomodasii dani diwujudkani sertai sejauhi 

manai tujuani pembangunani -i kepentingani bersamai seluruhi rakyat—telahi benar-benari 

diwujudkani dengani komitmeni dani upayai yangi seriusi padai semuai pihak.i Sejauhi manai 

pemerintahi telahi memobilisasii seluruhi kekuatani dani poiensii yangi adai dalami 

masyarakati untuki bersama-samai mewujudkani tujuani pembangunani yangi ada.i i i  

Hanyai dengani jalani inilahi rakyati tahui mengenaii agendai pembangunani besertai 

segalai konsekuensi,i pilihani terbaik,i dani prosesi menujui pencapaiani hasil-hasiii 

pembangunan,i dani bahwai aspirasinyai ikuti diakomodasi.i Haii yangi lebihi pentingi darii 

itu,i rakyati mempunyaii komitmeni untuki mengimplementasikannya,i karenai merekai 

terlibati dalami prosesi perumusannya.i Selamai pembangunani bersifati elitisi dani berasali 

darii atas,i suliti sekalii mengharapkani keterlibatani rakyati dalami mewujudkani 

pembangunani tersebut.i i  

Memangi tidaki bisai disangkali bahwai prosesnyai akani membutuhkani waktu,i 

tenaga,i dani biaya,i tetapi,i prosesi inii jauhi lebihi aspiratifi dani segalai aspeki pembangunani 

akani lebihi mungkini untuki dipertimbangkani secarai matangi dengani segalai 

konsekuensinya.i Hanyai dengan,i carai inilahi pembangunani berkelanjutani dengani ketigai 

aspeki pokoki dii atasi dapati dipertimbangkani secarai serius.i Tanpai prinsipi demokrasi,i 

bangsai Indonesiai akani dengani mudahi jatuhi kei dalami kecenderungani otoritarianismi dii 

manai pemerintahi berlagaki palingi tahui apai yangi diinginkani rakyat.i Dengani akibat,i 

sangati mungkini apai yangi dibanguni bukani kepentingani rakyati melainkani kepentingani 

rezim,i partai,i kelompok,i ataui orangi perorangani yangi kebetulani sedangi berkuasa.i 

Lebihi darii itu,i dengani polai pendekatani yangi otoriter,i aspeki sosial-budayai dani 

lingkungani akani dengani mudahi dikesampingkani sesuaii dengani kepentingani merekai 

yangi menentukani arahi pembangunan. i  

Kedua,i prinsipi keadilan.i Prinsipi inii padai dasarnyai maui menjamini i bahwai semuai 

orangi dani kelompoki masyarakati memperolehi peluangi yangi samai untuki ikuti dalami 

prosesi pembangunani dani kegiatan-kegiatani produktifi sertai ikuti dalami menikmatii 

hasil-hasili pembangunan.i Olehi karenai itu,i pertama,i prinsipi keadilani menuntuti agari 

adai perlakuani yangi samai bagii semuai orangi dani kelompoki masyarakat,i dalami prosesi 

pembangunan,i khususnyai dalami berpartisipasii melaksanakani dani menikmatii hasili 

pembangunani dani mempunyaii aksesi terhadapi peluangi dani sumber-sumberi ekonomi,i 

termasuki sumberi dayai alam.i Itui berarti,i tidaki bolehi adai orangi ataui kelompoki 

masyarakati yangi mendapati perlakuani istimewai darii negarai dalami prosesi 

pembangunan,i khususnyai dalami mendapatkani peluangi dani aksesi terhadapi sumber-

sumberi ekonomi.i Karenai itu,i tidaki bolehi adai monopolii politik-artifisiali yangi 

didukungi kekuasaani negarai yangi menguntungkani kelompoki tertentui dalami 

memanfaatkani peluangi dani aksesi padai sumberi dayai ekonomii negara.i Peluangi dani 

aksesi itui harusi terbukai secarai samai bagii semuai orangi dani kelompok.i i  

Kedua,i prinsipi keadilani jugai menuntuti agari adai distribusii manfaati dani bebani 

secarai propersionali antarai semuai orangi dani kelompoki masyarakat.i Manfaati dani bebani 
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itui harusi proporsionali dengani perani dani kontribusinyai dalami prosesi pembangunan,i 

maka,i adalahi adili bahwai adai yangi mendapatkani manfaati lebihi daripadai yangi lain,i 

sejauhi dijamini dii tempati pertamai bahwai peluangi dani aksesi telahi dibukai secarai samai 

bagii semuai orangi dani semuai kelompoki masyarakat.i Manfaati dani bebani yangi berbedai 

akani dianggapi tidaki adili kalaui  peluangi dani aksesi telahi dibukai hanyai untuki kelompoki 

tertentui tapii ditutupi secarai sengajai bagii kelompoki yangi lain.i i  

Dalami kaitani dengani itu,i harusi adai tindakani politiki afirmatifi darii negarai untuki 

membantui kelompoki masyarakati yangi tidaki mempunyaii peluangi dani aksesi yangi 

sama,i karenai terpencil,i kurangi prasarana,i kurangi pendidikan,i dani sebagainya.i 

Demikiani pula,i harusi adai tindakani politiki afirmatifi bagii kelompoki tertentu,i khususnyai 

kelompoki perempuani yangi mungkini menjadii rentani akibati dampaki darii prosesi 

pemmbangunan,i termasuki dampaki lingkungan.i i  

Dalami konteksi inilahi berlakui prinsipi bahwai (a)i merekai yangi mendapati manfaati 

ekonomii terbesari darii kegiatani pembangunani (baiki olehi negarai maupuni swasta)i harusi 

menanggungi kerugiani terbesari akibati prosesi pembangunan,i khususnyai dii bidangi 

lingkungani akibati kerusakani dani pencemarani lingkungan.i (b)i Dalami kaitani dengani 

itu,i pihaki yangi mencemarii dani merusaki lingkungani harusi membayari secarai 

proporsionali kerugiani yangi ditimbulkannya,i termasuki proporsionalitasi dalami hali 

lingkupi dani dahsatnyai kerugiani akibati kerusakani dani pencemarani lingkungani yangi 

ditimbulkannya.i i  

Ketiga,i prinsipi keadilani menuntuti agari adai peluangi yangi samai bagii generasii 

yangi akani datangi untuki memperolehi manfaati secarai samai ataui proporsionali darii 

sumberi dayai ekonomii yangi ada.i Keadilani jugai menyangkuti keadilani antari generasi.i 

Sumberi dayai ekonomii yangi adai harusi dimanfaatkani secarai arifi dani kerusakannyai 

harusi dipulihkani sedemikiani rupai agari menjamini bahwai generasii yangi akani datangi 

mempunyaii peluangi yangi samai untuki menikmatii tingkati kehidupani vangi relatifi samai 

dengani generasii sekarang. i i  

Keempat,i prinsipi keadiiani jugai menuntuti agari kerugiani akibati prosesi 

pembangunani yangi dialamii olehi kelompoki masyarakati tertentui harusi dapati ditebusi 

ataui dikompensasii secarai seimbangi ataui proporsionali baiki olehi negarai ataupuni olehi 

kelompoki yangi menimbulkani kerugiani tersebut.i Pajaki lingkungani lalui merupakani 

sebuahi bentuki keadilani bagii masyarakati yangi terkenai dampaki lingkungani darii 

kegiatani pembangunani yangi merugikan.i i  

Prinsipi ketigai adaiahi prinsipi keberlanjutan.i Prinsipi inii mengharuskani bangsai 

Indonesiai untuki merancangi agendai pembangunani dalami dimensii visioneri jangkai 

panjang,i untuki melihati dampaki pembangunani baiki positifi maupuni negatifi dalami 

segalai aspeknyai dalami dimensii jangkai panjangi dani tidaki hanyai dalami dimensii jangkai 

pendek.i Prinsipi inii sejalani dengani kenyataani bahwai sumberi dayai ekonomii terbatas,i 

aspeki sosial-budayai dani lingkungani adalahi aspeki yangi berdimensii jangkai panjang,i 

dani bahwai pembangunani berlangsungi dalami ruangi ekosistemi yangi mempunyaii 

interaksii yangi rumit.i i  

Prinsipi inii mengharuskani bangsai Indonesiai untuki memilihi alternatifi 

pembangunani yangi lebihi hemat,i sumberi dayai dani mampui mesinkronkani aspeki 

konservasii dengani aspeki pemanfaatani secarai arif.i Demikiani pula,i prinsipi 

keberlanjutani mengharuskani bangsai Indonesiai untuki menggunakani pola-polai 

pembangunani dani konsumsii yangi hemati energi,i hemati bahani baku,i dani hemati sumberi 

dayai alam.i Bangsai Indonesiai dituntuti untuki secarai seriusi menerapkani prinsipi 
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produksii bersihi dengani melakukani seleksii yangi ketati terhadapi prosesi produksi,i 

teknologi,i bahani baku,i dani manajemeni yangi meminimalisasii limbahi dalami setiapi 

kegiatani pembangunani dani kegiatani produksii ekonomi.i Bangsai Indonesiai dituntuti 

untuki sedapati mungkini menggunakani kembalii bahani dani teknologii yangi telahi 

dipakai,i mengurangii bahani baku,i dani mendauri ulangi sisa-sisai prosesi produksii yangi 

ada.i i  

Prinsipi keberlanjutani inii padai akhirnyai sangati menunjangi prinsipi keadilani antari 

generasii sebagaimanai telahi disebutkani dii atas.i Karenai itu,i prinsipi keadilani dani prinsipi 

keberlanjutani padai dasarnyai menuntuti bangsai Indonesiai untuki bersikapi hati-hatii dani 

arifi dalami setiapi kebijakani pembangunani agari manfaati jangkai pendeki yangi diperolehi 

darii kegiatani pembangunani tidaki sampaii menimbulkani -i dani dibayari mahali dengani -i 

kerugiani jangkai panjangi yangi tidaki sebandingi dengani manfaati jangkai pendeki 

tersebut.i Kerugiani jangkai panjangi itui tidaki semata-matai bersifati ekonomis-material-

fisik,i melainkani jugai bersifati nonmaterial,i mental,i spiritual,i kesehatan,i sosial-budaya,i 

dani nilaii sertai mutui kehidupani manusia.i i  

Dengani katai lain,i sesungguhnyai paradigmai pembangunani menegaskani kembalii 

pahami pembangunani sebagaii sebuahi prosesi membanguni manusiai seutuhnyai dani 

seluruhnya.i Pembangunani tidaki hanyai bertujuani meningkatkani derajati fisiki manusiai 

tertentui saja,i melainkani memungkinkani setiapi orangi dani kelompoki masyarakati untuki 

meningkatkani kualitasi hidupnya,i baiki fisik-materiali maupuni derajati kualitasi 

kehidupani secarai luas:i mental,i budaya,i sosial,i politik,i spiritual,i dani ideologis.i i  

Sebagaimanai dikatakani dii atas,i prinsip-prinsipi pembangunani dii atasi 

sesungguhnyai menyangkuti politiki pembangunan.i Prinsip-prinsipi tersebuti berkaitani 

dengani pendekatani dalami politiki pembangunan.i Justrui inilahi yangi palingi pokok.i i  

Maksudnya,i apakahi agendai dani cita-citai pembangunani berkelanjutani untuki 

mengintegrasikani ketigai aspeki tersebuti dii atasi tercapaii ataui tidak,i itui soali lain.i Hali 

yangi palingi pokoki adalahi apakahi adai perubahani dalami pendekatani pembangunani 

sesuaii dengani tuntutani ketigai prinsipi tersebut.i Soali partisipasii masyarakat,i misalnya,i 

adalahi hali yangi sesungguhnyai tidaki suliti dani dapati dilaksanakani sekarangi inii juga,i 

kalaui adai kemauani politiki untuki itu.i Dalami hali membukai peluangi yangi samai bagii 

semuai orangi dani kelompoki masyarakat,i adalahi soali maui ataui tidaki untuki 

dilaksanakani sekarangi juga.i Demikiani pulai dengani aspek-aspeki lainnyai darii ketigai 

prinsipi tersebut.i i  

Hanyai dengani perubahani pendekatani politiki pembangunan,i yangi dimulaii 

sekarangi juga,i dapati dijamini bahwai cita-citai dani agendai pembangunani berkelanjutani 

dapati dicapai.i Cita-citai dani agendai tersebuti adalahi sebuahi prosesi yangi memakani 

waktui dani tenaga.i Bahwai pendekatani dalami politiki pembangunani sudahi menjamini 

adanyai partisipasi,i adanyai peluangi yangi terbukai bagii semua,i dani adai sikapi kehati-

hatiani dalami memilihi arahi pembangunan,i itui sesungguhnyai telahi menjamini bahwai 

cita-citai dani agendai pembangunani berkelanjutani dapati dicapai.i Kalaui sejaki sekarangi 

telahi jelasi bagii semuai rakyati bahwai pembangunani adalahi perwujudani kehendaki dani 

aspirasii rakyati yangi melibatkani seluruhi rakyat,i makai agendai dani cita-citai 

pembangunani berkelanjutani bisai diperjuangkani dalami prosesi yangi demokratisi dani 

berkeadilan.i Kalaui sudahi adai pendekatani politiki yangi sejalani dengani ketigai prinsipi dii 

atas,i aspeki sosiali budayai dani aspeki lingkungani dapati lebihi mudahi diperjuangkani 
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(karenai adai prinsipi demokrasi)i menjadii agendai utamai yangi sama-samai mendapati 

prioritas,i kendatii mungkini hasili akhirnyai belumi sepenuhnyai memperbaikii kualitasi 

lingkungani Indonesia.i i  

Pengalamani menujukkani bahwai hasili akhiri memangi merupakani prosesi yangi 

panjang.i Prosesi yangi demokratis,i berkeadilan,i dani berkelanjutani sesungguhnyai sudahi 

dapati dimulaii darii sekarang. 

Istilahi pembangunani berkelanjutani pertamai kalii diperkenalkani secarai luasi olehi 

Worldi Commissioni oni Envitonmenti andi Developmenti (WCED)i dalami Ouri Commoni 

Future,i didefinisikani sebagaii berikut: “Developmenti thati meetsi thei needsi ofi thei 

presenti withouti compromisingi thei abilityi ofi thei futurei generationi toi meeti theiri owni 

needs” (Santosa, 2016). 

Istilahi inii sangati terbukai untuki ditafsirkan,i dani antari penafsirani dapati berbedai 

satui dengani yangi lain.i Sebagaii contoh,i istilahi tersebuti seringkalii dipadankani sertai 

ditafsirkani sebagaii sustainablei economici developmenti tanpai mensyaratkani ataui 

memberii fokusi kepadai keberlanjutani ataui pelestariani dayai dukungi ekosistemi 

(continuedi viabilityi ofi ecosystem).i Caringi fori thei Earthi sebagaii dokumeni penggantii 

darii Thei Worldi Conservationi Strategyi yangi dirumuskani olehi Worldi Conservationi 

Unioni (sekarangi dikenali sebagaii Internationali Unioni fori Conservationi ofi Nature,i 

IUCN)i padai tahuni 1991i jugai menggarisbawahii berbagaii penafsirani yangi munculi darii 

penggunaani istilahi sustainable.i Berbagaii istilahi digunakani sepertii sustainablei 

development,i sustainablei growth,i dani sustainablei usei secarai bergantian,i dani 

seringkalii pengertiani satui dengani yangi lainnyai berbeda.i IUCNi sendirii kemudiani 

memberikani pengertiani pembangunani berkelanjutani sebagaii berikuti (IUCN,i 1991): i 

“improvingi thei qualityi ofi humani lifei whilei livingi withini thei carryingi capacityi ofi 

supportingi ecosystem.i Ai “sustainablei economy”i isi thei producti ofi sustainablei 

development.i Iti maintainsi itsi naturali resourcei base,i iti cani continuei toi developi byi 

adapting,i andi throughi improvementsi ini knowledge,i organization,i technicali efficiency,i 

andi wisdom.”i Boeri (1995)i memberikani kritiki terhadapi definisii pembangunani 

berkelanjutani dalami Caringi fori thei Earthi yangi menurutnyai masihi mengundangi 

permasalahan.i Menurutnyai definisii yangi ditawarkani terlampaui berorientasii kepadai 

antroposentrimeii dani utilitarianismei (utilitarianism).i Orientasii inii dapati dilihati darii 

penekanani lingkungani hidupi hanyai sebagaii perani pendukungi (supportingi role)i dani 

hanyai dilihati sebagaii instrumeni ataui sumberi dayai untuki didayagunakani (eksploitasi)i 

olehi manusiai dengani mengesampingkani kebutuhani lingkungani alami (naturali 

environment).i Olehi sebabi itu,i Boeri berpendapati lebihi tepati digunakani istilahi 

ecologicallyi sustainablei developmenti (ESD).i  

Pemerintahi Australiai dalami Strategii Nasionali tentangi ESDi memberikani definisii 

tentnagi ESDi sebagaii berikuti (Commonwealthi Australia,i 1992).i “…using,i conservingi 

andi enhanchingi thei community’si resourcesi soi thati ecologicali processes,i oni whichi lifei 

depends,i arei maintained,i andi thei totali qualityi ofi life,i nowi andi ini thei future,i cani bei 

increased.”i  

Pelestariani dayai dukungi ekosistemi (prosesi ekologis)i mendapati penekanani dalami 

definisii ini.i Dayai dukungi ekosistemi yangi terlestarikani merupakani prasyarati 

tercapainyai kualitasi hidupi generasii sekarangi dani generasii yangi akani datang.i  

Menurut Manan (2014) konstitusii menyatakani bahwai pembangunani Indonesiai 

harusi dilaksanakani dengani mengikutsertakani perani masyarakat.i Hali inii dapati dilihati 

padai Pasali 33i ayati (4)i UUDi NRIi 1945i yangi berbunyi: “Perekonomiani nasionali 
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diselenggarakani berdasari atasi demokrasii ekonomii dengani prinsipi kebersamaan,i 

efisieni berkeadilan,i berkelanjutan,i berwawasani lingkungan,i kemandirian,i sertai dengani 

menjagai keseimbangani kemajuani dani kesatuani ekonomii nasional”.i  

Sebagaimanai diungkapkani olehi Mochtari Kusumaatmadjai bahwai undang-undangi 

merupakani carai pengaturani hukumi yangi utama,i pembaruani hukumi terutamai melaluii 

perundang-undangan. i Olehi karenanya,i dalami tatarani perundang-undangani yangi 

merupakani pelaksanaani darii UUDi NRIi 1945,i kehendaki untuki melaksanakani 

pembangunani nasionali dengani segenapi danai dani dayai yangi dimilikii digambarkani 

dengani lebihi nyata.i UUi RIi No.i 25i Tahuni 2004i dengani jelasi menyebutkani bahwai 

pembangunani Nasionali dii Indonesiai merupakani upayai yangi dilaksanakani olehi 

segenapi komponeni bangsai Indonesiai dalami rangkai mencapaii tujuani bernegara. 

(Kusumaatmadja, 2013) 

Sunaryatii i Hartonoi menjelaskani bahwai maknai pembangunani nasionali adalahi  

“…pembangunani itui tidaki hanyai mengejari kemajuani lahiriah…ataui kepuasani 

batiniah…melainkani keselarasan,i keserasian,i dani keseimbangani antarai keduanyai 

sehinggai pembangunani itui meratai dii seluruhi Tanahi Air…”. Padai hakikatnya,i 

pembangunani nasionali merupakani pembangunani dii segalai bidangi yangi harusi 

dilakukani secarai berkesinambungan.i Untuki itu,i Satjiptoi Rahardjo,i menyebutkani 

mengenaii pembangunani ekonomii yangi berkelanjutani dengani menyatakani bahwa: 

“…pembangunani bukani merupakani suatui perubahani yangi bersifati sepotong-sepotong.i 

Sekalipuni misalnya,i kitai dapati menunjukkani industrialisasii sebagaii intii darii 

perubahani itu,i tetapii iai padai akhirnyai bukani hanyai i merupakani kasusi penambahani 

jumlahi industrii secarai kuantitatif.i Dihubungkani dengani strukturi kehidupani 

masyarakat,i industrialisasii inii mengundangi terjadinyai perubahani secarai kualitatifi 

pula”.i  

Visii dani arahi pembangunani Jangkai Panjangi adalahi terciptanyai manusiai yangi 

sehat,i cerdas,i produktif,i dani berakhlaki muliai dani masyarakati yangi makini sejahterai 

dalami pembangunani yangi berkelanjutani didorongi olehi perekonomiani yangi makini 

maju,i mandirii dani meratai dii seluruhi wilayahi didukungi olehi penyediaani infrastrukturi 

yangi memadaii sertai makini kokohnyai kesatuani dani persatuani bangsai yangi dijiwaii olehi 

karakteri yangi tangguhi dalami wadahi Negarai Kesatuani Republiki Indonesiai yangi 

diselenggarakani dengani demokrasii (yangi didasarkani padai nilai-nilaii Pancasila)i 

sebagaii pedomani dalami kehidupani bermasyarakat,i berbangsa,i dani bernegarai sertai 

menjunjungi tegaknyai supremasii hukum.  

Pengertiani Pembangunani Nasionali berdasarkani Pasali 1i angkai 2i UUi RIi No.i 25i 

Tahuni 2004i adalahi upayai yangi dilaksanakani olehi semuai komponeni bangsai dalami 

rangkai mencapaii tujuani bernegara.i Tujuani bernegarai sebagaimanai tercermini dalami 

alineai keempati UUDi NRIi 1945i yaitui melindungii segenapi bangsai Indonesiai dani 

seluruhi tumpahi darahi Indonesiai dani untuki memajukani kesejahteraani umum,i 

mencerdaskani kehidupani bangsa,i dani ikuti melaksanakani ketertibani duniai berdasarkani 

kemerdekaan,i perdamaiani abadii dani keadilani sosial. (Zulfikar, 2019). 
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Gugatani Pencemarani Lingkungani Secarai Perdatai  

N.S.J. Koeman (2003) Hukumi perdatai memilikii empati fungsii yangi relevani 

dengani hukumi lingkungani sebagaimanai dikemukakani olehi Koeman, i yaitu:i  

1.i Penegakani Hukumi Melaluii Hukumi Perdatai  

Dii Belanda,i fungsii pertamai hukumi perdatai yaitui sebagaii saranai 

penegakani hukumi yangi diwujudkani melaluii gugatani berdasarkani perbuatani 

melawani hukumi (dei actiei uiti onrechtmatigei daad).i Perbuatani melawani hukumi 

dalami BWi lamai dirumuskani dii dalami Pasali 1401,i sedangkani dalami BWi barui 

dirumuskani dii dalami Pasali 6:i 162.i  

Gugatani perdatai sebagaii saranai penegakani hukumi dapati dilakukani 

baiki olehi wargai masyarakati maupuni olehi pemerintah,i sebagaimanai 

dikemukakani olehi Drupsteeni bahwai hukumi perdatai dapati digunakani baiki olehi 

wargai masyarakati maupuni penguasai untuki memaksai penaatani persyaratan-

persyaratani lingkungani yangi bersifati hukumi publik.i Namun,i pengajuani 

gugatani perdatai sebagaii saranai penegakani hukumi olehi penguasai ataui 

pemerintahi terbatasi padai situasii bilamanai penegakani hukumi administrasii tidaki 

memadai,i sehinggai padai kenyataannyai pendayagunaani gugatani perdatai 

sebagaii saranai penegakani hukumi lingkungani olehi badani pemerintahi dii 

Belandai sangati jarangi terjadi.  

Dii Belanda,i gugatani perbuatani melawani hukumi dapati digunakani 

sebagaii saranai penegakani hukumi atasi norma-normai hukumi publik,i sepertii 

pelanggarani terhadapi perizinani ataupuni ketentuani hukumi perdata. i Norma-

normai hukumi lingkungani termasuki bagiani darii norma-normai hukumi publik.i 

Penegakani hukumi atasi norma-normai hukumi lingkungani dibedakani atasi tigai 

bidang,i yaitu:i penegakani ketentuani bersifati larangani dalami peraturani 

perundang-undangani lingkungan,i penegakani ketentuan-ketentuani ataui 

persyaratan-persyaratani dalami perizinan,i dani penegakani terhadapi ketetapani 

sanksisanksi. 

Tentangi maknai menegakkani ketentuani bersifati larangani dapati 

dipahamii darii uraiani Koemani bahwai beberapai peraturani perundang-undangani 

lingkungani melarangi kegiatan-kegiatani tertentu.i Misalnya,i larangani untuki 

memasukkani bahani berbahayai dani sejenisnyai kei airi permukaani (berdasarkani 

Pasali 1i ayati (1)i Weti verontreinigingi oppervlaktewateren).i Dengani demikian,i 

pelanggarani terhadapi ketentuan-ketentuani larangani semacami itui sesungguhnyai 

termasuki dalami pengertiani perbuatani melawani hukumi (onrechtmatigei daad)i 

dalami pengertiani Pasali 1401i BW.i i  

Kemudiani tentangi maknai darii penegakani persyaratani perizinani dapati 

dipahamii darii penjelasani Koemani bahwai perbuatan-perbuatani yangi 

bertentangani dengani persyaratan-persyaratan,i yangi secarai sahi ditetapkani 

dalami sebuahi izini lingkungan,i dianggapi tidaki menuruti hukum.i Hali inii secarai 

jelasi dinyatakani olehi Mahkamahi Agungi dalami putusani tentangi Houthandeli 

vani Dami (H.R.i 9i Januarii 1981i NJi 1981,i 227),i yangi dii dalamnyai Mahkamahi 

Agungi menimbang:i Terhadapi persyaratan-persyaratani yangi secarai sahi 

dituangkani dalami izini UUi Gangguani dalami rangkai perlindungani kepentingani 

penduduki sekitari harusi diterapkani Pasali 1401i BWi dalami keadaani nyatai yangi 

untuki itui prasyarat-prasyarati dituangkan,i maknai semacami itui diterimai sebabi 

norma-normai perilakui diterapkani olehi pembuati undang-undangi pusati ataui 
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daerah,i pelanggarani terhadapi normanormai itui padai dasarnyai merupakani 

perbuatani melawani hukumi terhadapi kepentingankepentingani orang-orangi yangi 

untuki merekai norma-normai itui ditetapkan.21i i  

Adapuni tentangi maknai penegakani penetapani sanksii dapati dipahamii 

darii uraiani Koemani yaitui gugatani penegakani hukumi perdatai padai akhirnyai 

dapati memaksakani penaatani terhadapi keputusani sanksii hukumi publik.i 

Misalnya,i dalami situasii setelahi keputusani penutupani suatui tempati usaha,i tetapii 

tempati usahai itui tetapi beroperasi.i Penduduki sekitari dani pihaki berkepentingani 

lainnyai dapati mengajukani gugatani atasi  perbuatani melawani hukum,i misalnyai 

memintai pelarangani untuki menjalankani kegiatani itui seterusnya. i i  

2. Penetapani normai tambahani i  

Gugatani perdatai sebagaii saranai penetapani normai tambahani 

merupakani perwujudani darii fungsii keduai hukumi perdata.i Fungsii inii 

dilaksanakan,i misalnya,i olehi hakimi perdatai melaluii putusannyai yangi 

menetapkani norma-normai ataui ketentuanketentuani yangi sebelumnyai tidaki 

dicantumkani dalami sebuahi izini olehi pejabati tatai usahai negarai yangi 

berwenang.i i  

Hali inii dapati terjadii dalami hal,i misalnya,i penduduki sekitari sebuahi 

tempati usahai mengajukani gugatani berdasarkani perbuatani melawani hukumi 

terhadapi sebuahi tempati usaha,i karenai adanyai pencemarani airi yangi bersumberi 

darii tempati usahai itu.i Olehi sebabi itu,i hakimi perdatai yangi memeriksai gugatani 

itui berwenangi menetapkani persyaratani ataui ketentuani tambahani kei dalami izini 

yangi bersangkutan.i Dengani demikian,i izini yangi telahi dimilikii olehi sebuahi 

tempati usahai tidaki membebaskani tempati usahai itui darii kemungkinani digugati 

atasi dasari perbuatani melawani hukumi olehi pihak-pihaki yangi merasai dirugikani 

olehi tempati usahai itu.i  

3. Gugatani untuki memperolehi gantii kerugiani i  

Fungsii ketigai hukumi perdatai adalahi menyediakani gugatani untuki 

memperolehi gantii kerugiani akibati pencemarani ataui perusakani lingkungan.i 

Belandai mengenali schadeactie, i Amerikai Serikati memilikii torti action, i dani 

Jepangi menyebutnyai sebagali kogai.i i Hukumi perdatai Indonesiai jugai mengenali 

gugatani untuki memperolehi gantii kerugian.i Sejaki diundangkannyai UULH,i 

hukumi Indonesiai mengenali duai konsepi tanggungi gugat,i yaknii tanggungi gugati 

berdasarkani kesalahani dani tanggungi gugati tanpai kesalahani ataui disebuti jugai 

tanggungi gugati mutlak.i  

4. Perlindungani hukumi tambahani i  

Fungsii keempati hukumi perdatai adalahi sebagaii saranai perlindungani 

hukumi tambahan.i Perlindungani hukumi inii dapati diwujudkani melaluii bantuani 

hakimi perdatai yangi memeriksai gugatani terhadapi tindakan-tindakani pejabati 

pemerintahi yangi tidaki dapati digugati melaluii Pengadilani Tatai Usahai Negarai 

yaitui keputusan-keputusani yangi berlakui umumi (besluiteni vani algemenei 

strekking)i dani tindakani nyatai penguasai (feitelijki handeleni vani dei overheid).  

Hakimi perdatai yangi memeriksai gugatani terhadapi keputusani 

pemerintahi yangi berlakui umumi dapati mengujii keputusani itui dengani ketentuan-

ketentuani yangi lebihi tinggii ataui dengani asas-asasi umumi pemerintahani yangi 
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baik.i Akani tetapi,i keputusani pemerintahi yangi dapati diperiksai olehi hakimi 

perdatai adalahi keputusani pemerintahi yangi berlakui umumi yangi bukani ataui 

tidaki termasuki undang-undangi dalami artii formal.i Mahkamahi Agungi Belandai 

(Hogei Raad)i dalami putusannyai (H.R.i 16i Meii NJi 1987,i 251)i telahi menegaskani 

kewenangani hakimi perdatai untuki memeriksai keputusani pemerintahi yangi 

berlakui umum,i tetapii bukani undang-undangi dalami artii formal.i Kewenangani 

hakimi perdatai memeriksai tindakani materiali pemerintahi yangi berdampaki 

terhadapi lingkungani didasarkani padai putusani Pengadilani Tinggii Deni Haagi 

(Hof,i 4i Februarii 1982,i NJi 1982,i 641).i i  

Kerugiani yangi dibicarakani dalami bukui inii lebihi banyaki terkaiti 

dengani kerugiani dalami konteksi lingkungan.i UUi No.i 32i Tahuni 2009i tentangi 

Perlindungani dani Pengelolaani Lingkungani Hidupi (selanjutnyai disebuti UUi 

Lingkungani Hidupi 2009),i biasanyai mengaitkani antarai pertanggungjawaban,i 

kerugian,i dani pencemaran/kerusakani lingkungan.i  

Dalami hali ini,i UUi Lingkungani Hidupi 2009i menyatakani bahwai “setiapi 

penanggungi jawabi usahai dan/ataui kegiatani yangi melakukani perbuatani 

melanggari hukumi berupai pencemarani dan/ataui perusakani lingkungani hidupi 

yangi menimbulkani kerugiani padai orangi laini ataui lingkungani hidupi wajibi 

membayari gantii rugii dan/ataui melakukani tindakani tertentu”. i Kutipani dii atasi 

menunjukkani bahwa,i selaini dasari pertanggungjawabani berupai Perbuatani 

Melawani Hukumi (PMH),i unsuri laini yangi pentingi darii pasali tersebuti adalahi 

adanyai pencemaran/kerusakani lingkungani yangi menimbulkani kerugian. 

(Wibisana, 2017). 

Menuruti UUi Lingkungani Hidupi 2009,i pencemarani adalahi “masuki 

ataui dimasukkannyai makhluki hidup,i zat,i energi,i dan/ataui komponeni laini kei 

dalami lingkungani hidupi olehi kegiatani manusiai sehinggai melampauii bakui 

mutui lingkungani hidupi yangi telahi ditetapkan”. Sementarai itu,i UUi Lingkungani 

Hidupi 2009i mendefinisikani kerusakani lingkungani sebagaii “perubahani 

langsungi dan/ataui tidaki langsungi terhadapi sifati fisik,i kimia,i dan/ataui hayatii 

lingkungani hidupi yangi melampauii kriteriai bakui kerusakani lingkungani hidup”. 

i Keduai definisii dii atasi menunjukkani bahwai pentingnyai bakui mutui untuki 

mengukuri terjadinyai pencemarani ataui kerusakan.i Dalami hali ini,i ada-tidaknyai 

pencemarani ditentukani dengani rujukani padai bakui mutui lingkungani hidup,i 

sedangkani adatidaknyai kerusakani lingkungani ditentukani dengani rujukani padai 

kriteriai bakui kerusakani lingkungani hidup.i i  

UUi Lingkungani Hidupi 2009i mendefinisikani bakui mutui lingkungani 

hidupi sebagaii “ukurani batasi ataui kadari makhluki hidup,i zat,i energi,i ataui 

komponeni yangi adai ataui harusi adai dan/ataui unsuri pencemari yangi ditenggangi 

keberadaannyai dalami suatui sumberi dayai tertentui sebagaii unsuri lingkungani 

hidup” i Sementarai itu,i kriteriai bakui kerusakani didefinisikani sebagaii “ukurani 

batasi perubahani sifati fisik,i kimia,i dan/ataui hayatii lingkungani hidupi yangi dapati 

ditenggangi olehi lingkungani hidupi untuki dapati tetapi melestarikani fungsinya”.i  

Apabilai pencemarani ataui kerusakani telahi dapati dibuktikan,i makai 

pertanyaani selanjutnyai adalahi apakahi pencemaran/kerusakani tersebuti 

menimbulkani kerugian,i sehinggai penggugati selanjutnyai dapati memintai gantii 

rugii dan/ataui dilakukannyai tindakani tertentu.i Untuki inilah,i makai perlui pulai 

padai bagiani inii diterangkani mengenaii pengertiani darii kerugian.i i  
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Secarai teoretis,i kerugiani (damage/losses)i dapati dibagii kei dalami duai 

kelompoki besar,i yaitui kerugiani yangi dapati secarai langsungi dihitungi dengani i 

uangi (pecuniaryi losses)i dani yangi tidaki dapati secarai langsungi dihitungi dengani 

uangi (non-pecuniaryi losses).i Contohi darii pecuniaryi lossesi antarai laini adalahi 

hilangnyai penghasilani (lossi ofi earnings)i dani biayai pengobatani (medicali 

expenses).i Sedangkani contohi darii non-pecuniaryi lossesi antarai laini adalahi 

hilangnyai kenikmatani hidupi (lossi ofi amenity)i dani adanyai penderitaani (paini 

andi suffering)i 

Sebagaii perbandingan,i dii Indonesia,i kerugiani biasanyai dibagii kei 

dalami kerugiani terkaiti kekayaani (vermogensschade)i dani kerugiani idiili ataui 

moril.i Kerugiani terkaiti kekayaani meliputii kerugiani yangi secarai nyatai dideritai 

dani jugai kerugiani berupai berkurang/hilangnyai keuntungani yangi diharapkani 

(gederfdewinst).i Termasuki kei dalami kerugiani jenisi inii adalahi kerugiani yangi 

terjadii karenai berkurangnyai nilaii barangi (waardei vermindering).i Sementarai 

itu, Agustina, (2003) kerugiani yangi bersifati idiil/morili biasanyai meliputii 

kerugiani karenai adanyai ketakutan,i keterkejutan,i sakit,i dani kehilangani 

kesenangani hidup." 

Selaini darii definisii kerugiani secarai umumi tersebut,i dii dalami konteksi 

lingkungani hidupi dikenali pulai adanyai “kerugiani lingkungan”.i UUi Lingkungani 

Hidupi 2009i mengartikani kerugiani lingkungani sebagaii “kerugiani yangi timbuli 

akibati pencemarani dan/ataui kerusakani lingkungani hidupi yangi bukani 

merupakani haki miliki privat”. 

 

Penutupi  

Usahai peningkatani perlindungani lingkungani hidupi dapati dilakukani darii suduti 

kepentingani bisnis.i Perdagangani internasionali Indonesiai dapati terhambati apabilai 

produseni Indonesiai tidaki memperhatikani aspeki perlindungani lingkungani hidup.i 

Perlindungani lingkungani hidupi dapati jugai dimulaii darii duniai perbankan.i i  

Dalami usahai untuki memahamii hubungani antarai pembangunani dani tindakani 

pemerintahi untuki melindungii lingkungani hidup,i harusi dapati dibedakani antarai 

peraturanperaturani mengenaii produksii dani peraturan-peraturani mengenaii prosesi 

produksi.i Sebagaii contohi peraturani mengenaii produksii ialahi peraturani mengenaii 

residui dalami makanan,i pajaki untuki kebocorani bahani bakar,i peraturani proudcti 

liability.i Contohi darii peraturani mengenaii prosesi produksii termasuki peraturani 

mengenaii pencemarani air,i peraturani mengenaii reklamasii bekasi pertambangan,i 

programi pembatasani pengeluarani limbahi berbahaya,i dani kewajibani untuki 

membersihkannya.i 

Membedakani keduai hali tersebuti dii atasi adalahi pentingi karenai alasan-alasani 

berikuti ini.i Pertama,i hubungani antarai perdagangan,i persaingani dani variasii peraturan-

peraturani perlindungani lingkungani dalami lingkupi nasionali amati berbedai untuki keduai 

konteksi tersebut.i Dalami hubungannyai dengani peraturani mengenaii produksi,i negarai 

yangi menganuti standari yangi relatifi ketati dapati mencegahi beberapai akibati yangi 

merugikani dalami persaingani industrii merekai dengani pembatasani persaingani impor.i 

Dalami hali standari untuki prosesi produksi,i negarai yangi menganuti standari yangi lebihi 

ketati tidaki dapati secarai unilaterali menetralisiri ketidakberuntungani industrii merekai 
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dalami persaingani internasional.i Kedua,i adalahi lebihi mudahi bagii negara-negarai untuki 

mengharmonisasikani peraturan-peraturani mengenaii produksii daripadai peraturan-

peraturani mengenaii prosesi produksi,i sebagiani karenai negara-negarai mempunyaii 

insentifi ekonomii yangi lebihi kuati untuki melaksanakannya.i  
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